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PT. Bank Sumut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang 
menyebabkan terjadinya peningkatan NPL, untuk mengetahui dan menganalisis 
tindakan yang dilakukkan PT. Bank Sumut sebelum melakukan penghapusbukuan 
kredit, serta yang paling utama untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan 
akuntansi penghapusbukuan kredit (write off) dalam menurunkan Rasio Kredit 
Bermasalah (NPL) PT. Bank Sumut.  
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian 
deskriptif, dengan variable penelitian Akuntansi Penghapusbukuan Kredit (Write Off) 
dalam menurunkan Rasio Kredit Bermasalah (NPL). Penelitian ini dilakukan pada 
PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan dengan menggunakan jenis data kuantitatif dan 
sumber data sekunder yaitu data laporan keuangan triwulan PT. Bank Sumut. 
Sedangkan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara untuk 
memperkuat hasil dari penelitian ini. 
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pemberian kredit PT. Bank Sumut 
semakin meningkat setiap tahunnya, namun seiring peningkatan tersebut resiko yang 
paling dominan muncul terjadi yaitu kredit macet, karena debitur tidak mampu 
membayar hutang. Untuk mengantisipasi resiko kredit yang tidak dapat tertagih, 
maka Bank Sumut melakukan suatu kebijakan yaitu membentuk PPAP. Dalam 
pembentukan PPAP, jumlahnya tergantung dengan banyaknya kredit yang beredar, 
namun dalam hal ini PPAP Bank Sumut masih berada dibawah jumlah kredit macet. 
Sedangkan untuk perlakuan akuntansi write off, masih belum sesuai dengan PSAK 
50.  
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A. Latar Belakang Masalah 
 Ekonomi global saat ini masih tergolong lemah, setelah beberapa tahun 
mengalami krisis global. Bank Dunia menghimbau bahwa negara-
negaraberkembang perlu meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi yang 
mereka miliki.Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan 
roda perekonomian nasional. 
Perbankan dalam kehidupan suatu Negara adalah salah satu agen 
pembangunan (agent of development). Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 
tentang “Perbankan” menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia 
adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan 
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan 
rakyat banyak. Tujuannya adalah untuk menjembatani kedua kelompok 
masyarakat yang saling membutuhkan. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana 
dapat menyimpan uang mereka dalam bentuk tabungan, deposito atau giro pada 
bank, sedangkan masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau 
untuk memenuhi kebutuhan lainnya dapat memperoleh pinjaman dalam bentuk 
kredit yang disalurkan oleh bank. 
Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank 
untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya diperbolehkan untuk 
meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika 
bank telah betul-betul yakin bahwa debitur akan dapat mengembalikan pinjaman 
yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah 
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disetujui antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan perlu diperhatikannya 
faktor kemampuan dan kemauan sehingga tersimpul kehati-hatian dengan 
menjaga unsur keamanan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.
 Pendapatan terbesar bank berasal dari bunga, imbalan atau pembagian 
hasil usaha atas kredit yang disalurkan.Semakin banyak jumlah kredit yang 
disalurkan berarti potensi pendapatan semakin besar.Akan tetapi, dalam 
pelaksanaannya tidak semua dana yang dihimpun dari masyarakat bias disalurkan 
dengan baik sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan dan penyaluran kredit 
kepada masyarakat biasanya mengalami hambatan dalam hal pengembalian 
pinjaman kepada pihak bank dan nyaris semua bank yang beroperasi di Indonesia 
mengalami kredit bermasalah. 
 Kredit bermasalah selalu ada dalam perkreditan bank yang tidak mungkin 
dapat dihindari, bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya 
kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai 
pengawas perbankan yaitu 15% untuk kredit kurang lancar, 50% untuk kredit 
yang diragukan, 100% untuk kredit macet.  
Pada umumnya semua kredit yang diberikan oleh bank mengandung 
resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan dan 
berpedoman terhadap dasar-dasar perkreditan yang sehat.Resiko atas kredit macet 
yang paling utama adalah menimbulkan kerugian bagi bank. Karena kredit yang 
mengalami kemacetan dalam pelaksanaannya akan memunculkan biaya yang akan 
berpengaruh pada pendapatan bank dan pada akhirnya akan menimbulkan 
kerugian atau berkurangnya laba. Selain itu, semakintinggi rasio kredit 
bermasalah (NPL) maka semakin menurun pula tingkat kesehatan bank tersebut 
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atau menurunnya pendapatan yang diharapkan, karena halini bersangkutan dengan 
kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut. 
Salah satu cara lain untuk mengantisipasi resiko tidak tertagihnya sebagian 
kredit oleh debitur adalah dengan menyediakan cadangan kerugian pinjaman atau 
menyediakan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP). Pembentukan 
cadangan ini berfungsi untuk menjaga apabila suatu aset produktif yang 
mempunyai resiko tidak akan tertagih kembali dapat ditutup dengan cadangan 
penghapusan aset produktif. 
Permasalahan penghapusan kredit bisa dilakukan bila cadangan yang 
dimiliki oleh bank mencukupi untuk menutupi kredit yang tergolong macet.Dalam 
prakteknya mungkin saja terjadi bahwa kredit macet yang dihapus di bawah 
cadangan yang dianggarkan. Dalam hal ini, penghapusan pinjaman tidak 
mengakibatkan dihapusnya atau ditiadakannya hak bank untuk melakukan 
penagihan terhadap debitur. Pada dasarnya prosedur analisis pemberian kredit 
telah dilaksanakan, namun resiko terjadinya kredit bermasalah tidak dapat 
dihindari. 
Menurut Siswanto (2008), “terhadap kredit macet yang terjadi, bank akan 
melakukan upaya untuk menyelamatkan kredit macet tersebut, adapun upaya-
upaya tersebut diantaranya adalah melalui penjadwalan kembali (rescheduling), 
persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring)”. 
Menurut Sutalaksana (2008:47), “apabila upaya penyelamatan kredit 
mengalami kendala, maka bank dapat melakukan upaya selanjutnya yaitu  
penghapusbukuankredit (write off)”. Selain itu dalam penghapusbukuan kredit, 
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pihak bank harus menyisihkan kredit yang benar-benar tak dapat tertagih untuk 
dihapusbukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
PSAK 31 Paragraf 18 menyatakan bahwa: “Jumlah kredit yang dapat 
dihapusbukukan adalah sebesar bagian yang tidak dapat tertagih. Agunan yang 
diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pinjaman diakui sebesar nilai bersih 
yang dapat direalisasikan”.Dan PSAK 31 Paragraf 40 menyatakan bahwa: 
“Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan diakui sebagai penyesuaian 
terhadap penyisihan kerugian sebesar nilai pokok. Jika penerimaan tersebut 
melebihi nilai pokoknya maka kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan 
bunga”. 
 Tujuan utama penghapusbukuan kredit adalah untuk memperbaiki kondisi  
kualitasaset produktif bank-bank. Namun dalam penerapannya masih dianggap  
terdapat berbagai permasalahan, khususnya menyangkut ketentuan perpajakan,  
ketentuan rahasia bank dan berbagai permasalahan yang dihadapi bank-bank 
terutama bank yang telah go publik. Bagi kalangan Bank BUMN dan BUMD 
permasalahan hapus buku masih menimbulkan keraguan hingga saat ini bila 
dikaitkan dengan terminologi “kekayaan negara/keuangan negara” sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
 Dalam penelitian ini, perusahaan yang menjadi obyek penelitian adalah 
PT. Bank Sumut yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan 
jasa berupa pemberian kredit.Dalam dunia perbankan, kredit macet merupakan 
suatu kondisi yang akan selalu muncul dan tidak dapat dihindarkan. Begitu pula 
dengan permasalahannya yang terjadi pada PT. Bank Sumut.Keberadaaan bank ini 
terasa sangat penting karena sejalan dengan meningkatnya kebutuhan 
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pelayananterhadap perbankan bagi masyarakat, terutama dalam rangka 
mendukung usaha kecil menengah. 
 Seperti yang diketahui bahwa Bank Sumut sejauh ini memiliki rating yang 
cukup baik dalam pandangan masyarakat awam, dengan bunga kredit yang rendah 
kemudian di dukung lagi dengan pengurusan pemberian pinjaman yang 
mudah.Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam prosesnya terjadi 
problem yang sering dialami bank-bank lain di Indonesia yaitu masalah kredit 
macet sehingga menimbulkan kredit bermasalah (NPL). 
 Berikut adalah tabel perhitungan persentase NPL PT. Bank Sumut 
berdasarkan data triwulan 1 sampai 4 yang dihitung sejak tahun 2012 hingga 2016 
adalah sebagai berikut : 
Tabel I. 1 
Data Perhitungan Persentase NPL Tahun 2012-2016 
NO Tahun 
Persentase NPL (%) Dan Laba (dalam jutaan rupiah 
T 1 Laba T 2 Laba T 3 Laba T 4 Laba 
1 2012 2,7% 100.538 3,4% 256.41 2,7% 395.307 2,8% 619.516 
2 2013 3,3% 198.225 3,7% 414.428 3,8% 622.388 3,8% 731.753 
3 2014 4,8% 179.926 5,2% 353.086 5,9% 630.967 5,0% 607.474 
4 2015 6,9% 163.737 6,6% 319.596 6,8% 474.055 5,0% 616.116 
5 2016 6,2% 146.157 6,3% 322.973 7,1% 826.771 9,2% 788.808 
Sumber data :Laporan keuangan Triwulan PT. Bank SUMUT 
Pada tabel 1.I dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan NPL pada PT. Bank 
Sumut sejak Tahun 2013, meskipun belum mencapai titik 5%.Kemudian 
meningkat lagi di tahun 2014 sampai 2016.Menurut Peraturan Bank Indonesia 
Nomor: 13/3/PBI/2011 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan 
Bank “bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan 
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usahanya apabila rasio kredit atau pembiayaan bermasalah (Non Performing 
Loan)secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total 
pembiayaan”. Dapat dilihat dalam laporan diatas bahwa NPL Bank Sumut berada 
diatas 5% pada tahun 2015 dan 2016, hal ini menunjukkan bahwa terjadi kredit 
macet yang cukup signifikan peningkatannya sehingga menimbulkan kredit 
bermasalah. 
Hasil dari data diatas sangat mirip dengan beberapa fenomena yang selama 
ini menjadi perbincangan hangat media massa tentang kualitas kinerja PT. Bank 
Sumut. Bahkan beberapa sumber menyatakan bahwa Bank Sumut melakukan 
tindakan penghapusbukuan kredit untuk tetap mempertahankan tingkat kesehatan 
keuangannya. 
Menurut Kepala OJK Regional 5 Sumatera Utara Soekro Tratmono (2016) 
mengatakanbahwa terkait write off Bank Sumut ternyata belum melapor ke pihak 
OJK KR 5 Sumatera. Dimana diketahui penghapusbukuan kredit bermasalah 
Bank Sumut sekitar Rp. 325 miliar pada Februari 2016. 
Dalam PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset, antara 
lain memang disebutkan harus mendapatkan persetujuan dewan komisaris dan 
masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), juga write offmenggunakan Cadangan 
Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) agar tidak memengaruhi laba bank.  
Berdasarkan penjelasan Rudi D Harahap (2015), NPL Bank Sumut 
memburuk dengan cepat dalam 1 tahun terakhir dimana per posisi Maret 2015 
sudah mencapai 6,28% (Rp. 1,45 Triliun) naik dari priode yang sama pada tahun 
2014 sebesar 4,79% atau terjadi pemburukan dalam satu tahun terakhir sebesar 
7 
 
1,49% atau dalam Rupiah terjadi pembusukan aset produktif sebesar Rp. 363 
Miliar. 
Menurut Muhri Fauzi Hafiz (2015) selaku anggota Fraksi Demokrat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyatakan bahwa kinerja Bank 
Sumut tahun 2015 kurang baik, sebagai salah satu BUMD milik pemerintah 
daerah, dimana Pemprovsu sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan 
komposisi kepemilikan modal sebesar 51,60%, kurang baik dan cenderung 
memburuk. 
Pengamat ekonomi Gunawan Benjamin (2016) mengatakan bahwa 
penghapusbukuan merupakan mekanisme resmi yang memiliki dasar hukum 
sehingga dapat dilakukan kalangan perbankan pada umumnya dalam menangani 
portofolio kredit bermasalah. Kebijakan write off juga pernah ditempuh oleh bank-
bank BUMN dan BUMD lainnya sebagai upaya penyehatan sistem kredit dan 
piutang dalam neraca bank. Dia mengungkapkan bahwa write offmerupakan 
penghapusbukuan secara administratif terhadap aset kredit yang tidak produktif, 
yakni kredit bermasalah. 
Persoalan hapus buku sesuai dengan keterangan Kepala Divisi Akuntansi 
dan Perpajakan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan, menyatakan bahwa 
masalah penghapusbukuan dilakukan hanya sesuai dengan kepentingan atau 
kebutuhan bank saja untuk melakukannya serta harus berdasarkan keputusan dari 
Direksi. Kredit yang telah dihapus buku diakui sebagai tagihan kredit, sehingga 
kredit yang telah dihapusbukukan tidak lagi dicatat pada laporan neraca, 
melainkan disajikan pada Laporan Komitmen dan Kontijensi.Namun 
pencatatannya pada Laporan Komitmen dan Kontijensi tidak terlihat secara 
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spesifik, hal ini mengakibatkan tidak terlihat jelas jumlah nominal kredit yang 
dihapusbukukan. 
PT. Bank Sumut telah melakukan write offbeberapa kali yaitu pada tahun 
2015 dan 2016. Namun jika dibandingkan dengan persentase kredit bermasalah, 
sampai tahun 2016 Rasio Kredit Bermasalah Bank Sumut masih berada diatas 
5%.Sementara Bank Indonesia telah menetapkan bahwa untuk dapat dikatakan 
baik, maka persentase NPL harus berada dibawah 5%. 
Sedangkan menurut PSAK 50 paragraf 38 menyatakan bahwa “aset 
keuangan dan kewajiban keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan 
dalam neraca jika”.Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan 
sebelumnya oleh Isnia Fatun Nadhifah (2015) Perlakuan Akuntansi Write Off 
(Penghapusan) Atas Pemberian Pinjaman Bank Pada Nasabah (Studi Kasus Pada 
Pd. BPR Bank Daerah Kediri) dimana skripsi tersebut memiliki tujuan yang sama 
yaitu untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi tentang penghapusbukuan 
kredit (write off).  
Perbedaannya dengan penelitian yang sebelumnya adalah penelitian ini 
akan membahas tentang perlakuan akuntansi penghapusbukuan kredit dalam 
menurunkan Rasio Kredit Bermasalah (NPL). 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi 
Penghapusbukuan Kredit (Write Off) Dalam Menurunkan Rasio Kredit 





B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
identifikasi masalah anatara lain sebagai berikut : 
1. Terjadi peningkatan NPL yang cukup signifikan mulai dari tahun 
2014sampai 2016 pada PT. Bank Sumut. 
2. Terjadi peningkatan laba namun Rasio Kredit Bermasalah (NPL) juga 
meningkat pada PT. Bank Sumut. 
3. Terkait tentang write off, pada tahun 2016 pihak Bank Sumut belum 
melaporkan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
4. Write Off disajikan pada Laporan Komitmen dan Kontijensi, tidak sesuai 
dengan PSAK 50. 
5. Telah dilakukan write off, namun Rasio Kredit Bermasalah masih berada 
diatas 5% atau tinggi. 
 
C. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini tidak meluas maka peneliti membatasi penilitian ini 
pada : 
1. Data yang dianalisis adalah Laporan Keuangan Triwulan periode 2012 
sampai dengan 2016. 
2. Penerapan metode cadangan penghapusan kerugian terhadap kredit 






D. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah : 
1. Apakah yang menyebabkan meningkatnya Rasio Kredit Bermasalah 
(NPL) pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan? 
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan PT. Bank Sumut sebelum 
memutuskan untuk melakukan penghapusbukuan kredit (write off)? 
3. Bagaimana perlakuan akuntansi penghapusbukuan kredit (write off) dalam 
menurunkan Rasio Kredit Bermasalah (NPL) pada PT. Bank Sumut 
Kantor Pusat Medan? 
4. Mengapa Rasio Kredit Bermasalah (NPL) Bank Sumut masih tinggi 
meskipun telah melakukan write off? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk menjawab rumusan 
masalah, dengan demikian tujuan dari penelitiann ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisishal-hal yang menyebabkan terjadinya 
peningkatana Rasio Kredit Bermasalah (NPL) pada PT. Bank Sumut 
Kantor Pusat Medan. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan yang dilakukan PT. Bank 
Sumut sebelum melakukan penghapusbukuan kredit (write off). 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi 
penghapusbukuan kredit (write off) dalam menurunkan Rasio Kredit 
Bermasalah pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis hal yang menyebabkan Rasio NPL 
masih tinggi meskipun telah melakukan Write Off pada PT. Bank Sumut 
Kantor Pusat Medan. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi Penulis 
Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis khususnya 
mengenai analisis perlakuan akuntansi penghapusbukuan kredit (write off) 
dalam menurunkan rasio kredit bermasalah. 
2. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi PT. 
Bank Sumut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
3. Bagi Pembaca  
Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya yang hendak melakukan 
penelitian tentang Akuntansi Penghapusbukuan Kredit (Write Off) dalam 
menurunkan Rasio Kredit Bermasalah (NPL) pada PT. Bank Sumut 












A. Uraian Teori 
1. Bank 
a. Pengertian Bank 
 Suyanto (2007:1)  mengatakan, “bank adalah suatu badan yang bertujuan 
untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau 
dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan 
alat-alat penukar bank berupa uang giral”.  
 Menurut Kasmir (2008:2), “bank merupakan lembaga keuangan 
yangkegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank 
lainnya”. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai lembaga keuangan, 
kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Salah satu 
jenis kegiatan bank adalah kredit. 
 Menurut Undang-Undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11), kredit adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang 
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 
waktu tertentu setelah pemberian bunga. 
 Kredit merupakan penyerahan, barang, jasa, atau uang dari satu pihak 
(kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain 
(nasabah atau pengutang) dengan janji dengan membayar dari penerima kredit 
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kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak 
(Rivai, 2004-4). 
  Menurut Kasmir (2012:100-103) secara umum prosedur pemberian kredit 
sebagai berikut:  
1. Pengajuan proposal/berkas pinjaman  
2. Penyelidikan Berkas-Berkas Pinjaman 
3. Penilaian Kelayakan Kredit  
4. Wawancara pertama   
5. Peninjauan ke Lokasi (On The Spot)  
6. Wawancara Kedua  
7. Analisis Kredit  
8. Keputusan Kredit 
9. Realisasi Kredit  
10. Pencairan Kredit 
2. Piutang 
 Istilah piutang timbul karena adanya kebijakan penjualan kredit di dalam 
perusahaan. Penjualan kredit ini tidak segera menghasilkan penerimaan kas pada 
saat penjualan dilakukan, tetapi menimbulkan piutang dan akan berubah menjadi 
kas pada saat pelunasan piutang oleh pelanggan. Piutang tersebut meliputi semua 
klaim dalam bentuk uang terhadap perorangan atau organisasi. 
 Menurut Lukman Syamsudin (2007:255), “piutang adalah tagihan yang 




 Menurut Benny Alexandri (2009:117), “piutang adalah sejumlah uang 
hutang dari konsumen pada perusahaan yang membeli barang dan jasa secara 
kredit pada perusahaan. Piutang lancar diharapkan dapat tertagih dalam satu tahun 
atau selama tahun operasional berjalan. 
3. Kerugian Piutang 
 Penjualan barang atau jasa secara kredit mengandung resiko jika debitur 
tidak membayar hutang sebagaimana mestinya. Seandainya hal ini terjadi, 
perusahaan akan menanggung kerugian dan harus dicantumkan dalam laporan 
laba rugi. 
 Jika piutang tak tertagih relatif kecil, perusahaan tidak perlu membentuk 
dana cadangan. Tetapi jika piutang yang tak tertagih jumlahnya relatif besar, 
perusahaan dapat mempertimbangkan untuk membentuk dana cadangan. Menurut 
Arifin (2009),” pencatatan kerugian piutang dapat dilakukan dengan salah satu 
metode berikut ini”: 
1) Metode Penghapusan Langsung 
Pencatatan kerugian piutang dalam metode penghapusan langsung 
dilakukan dengan cara kerugian piutang dicatat setelah perusahaan 
mendapat keyakinan bahwa debitur tidak dapat membayar hutang kepada 
perusahaan. Penghapusan piutang dari suatu debitur harus mendapatkan 
persetujuan dari manajemen yang ditentukan oleh perusahaan. 
2) Metode Cadangan 
Penggunaan metode cadangan didasarkan kepada pandangan bahwa 
kerugian piutang terjadi karena adanya kesalahan atau kegagalan dalam 
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memilah calon pembeli dalam hal ini debitur, pantas atau tidak untuk 
diberi kredit. Dasar yang digunakan dalam metode cadangan adalah: 
a. Metode Persentase dari Penjualan 
Penetuan besar cadangan piutang dengan metode persentase penjualan 
biasanya ditetapkan oleh manajemen berdasarkan hubungan persentase 
antara jumlah penjualan kredit dengan taksiran kerugian piutang yang 
mungkin tidak dapat tertagih. Persentase ini biasanya berdasarkan pada 
data tahun sebelumnya atau kebijakan lain yang ditetapkan oleh 
perusahaan dari total penjualan kredit. 
b. Persentase dari Piutang 
Penjualan kredit disatu pihak ditujukan untuk menaikkan volume 
penjualan, pada pihak lain perusahaan menanggung resiko kerugian 
akibat adanya piutang yang dibayar setelah masa jatuh tempo dan tidak 
tertagih. 
4. Kredit Bermasalah  
 Tujuan utama bank menyalurkan kredit kepada debitur yaitu debitur dapat 
mengembalikan seluruh pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah 
diperjanjikan dengan memberikan imbala berupa bunga.Namun demikian, hamper 
tidak ada bank yang semua kreditnya lancar. 
 Menurut Ismail (2010:222), “kredit bermasalah adalah suatu keadaan di 
mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh 
kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan”. 
 Kredit bermasalah secara umum adalah  semua kredit yang mengandung 
risiko tinggi atau  kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak 
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memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank” (Arthesa, 2006:164). 
Menurut Suhardjono melalui Ema (2009: 21), “kredit bermasalah adalah suatu 
keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh 
kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian 
kredit”. 
 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 31.5) dalam PSAK No.31 
(2000), “kredit bermasalah (Non Performing Loan) pada umumnya merupakan 
kredit yang pembayaran angsuran pokoknya dan atau bunganya telah lewat 90 
hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat 
waktu sangat diragukan”. Kredit nonperforming terdiri atas kredit yang 
digolongkan kurang lancar, diragukan, macet. 
 Jadi dapat disimpulkan, kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana 
nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atas seluruh kewajibannya 
kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dan dapat menimbulkan kerugian 
potensial kepada bank. 
 Beberapa faktor penyebab kredit bermasalah antara lain penyebab kredit 
bermasalah yang berasal dari intern bank dan ekstern bank. 
4.1 Faktor Intern Bank 
 Beberapa faktor penyebab kredit bermaslah yang berasal dari intern bank 
antara lain : 
a. Analisis yanga dilakukan oleh pejabat bank kurang tepat, sehingga tidak 
dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama 
jangka waktu kredit. 
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b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, 
sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. 
c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, 
sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan cepat dan akurat. 
d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, 
Direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan 
kredit. 
e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit. 
2.2 Faktor Ekstern Bank 
 Beberapa faktor ekstern yang dapat menyebabkan kredit bermasalah 
antara lain : 
a. Debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada 
bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi 
kewajibannya. 
b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan 
terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan 
perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja. 
c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana 
kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). 
Misalnya dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit investasi, ternyata 
dalam praktiknya setlah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal 
kerja. 
d. Adanya unsur ketidaksengajaan, misalnya bencana alam, ketidakstabilan 
perekonomian negara sehingga inflasi tinggi. 
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 Menurut Ismail (2010), “kredit dapat dibedakan sesuai dengan 
kolektibilitas/kualitas/penggolongan kredit yaitu performing loan dan non-
performing loan.Penggolongan kredit menjadi performing dan non-
performingloan didasarkan pada kriteria kualitatif dan kuantitatif. 
 Performing loan merupakan penggolongan kredit atas kualitas kredit 
yang lancer dan/atau terjadi tunggakan sampai dengan 90 hari.Non Performing 
Loan merupakan kredit yang menunggak melebihi 90 hari. 
a. Penilaian Kredit Bermasalah  
 Pada penelitian kali ini rasio keuangan yang digunakan sebagai  tolak 
ukur terhadap nilai suatu risiko kredit adalah rasio nonperforming loan. Rasio Non 
Performing Loan merupakan rasio kredit yang menunjukan jumlah kredit yang 
disalurkan yang mengalami masalah tentang kegagalan pihak debitur untuk 
memenuhi kewajibannya membayar angsuran (cicilan) pokok beserta bunga yang 
telah disepakati (Lukman Dendawijaya 2003: 85). Bank Indonesia (BI) melalui 
Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa standar rasio kredit 
bermasalah (NPL) adalah kurang dari 5% (PBI Nomor: 3/25/2001). 












Kredit Bermasalah  = Kurang Lancar + Diragukan + Macet  
Total Kredit     = Lancar + Dalam Perhatian Khusus + Kurang Lancar + 
Diragukan + Macet  
 Menurut Kasmir (2008: 123),“untuk menentukan berkualitas atautidaknya 
suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu.Bank Indonesia 
menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut” : 
a) Lancar  
Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:  
1) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu  
2) Memiliki mutasi rekening yang aktif  
3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).  
b) Dalam Perhatian Khusus (special mention)  
Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria di antara 
lain: 
1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang 
belum melampui dari 90 hari  
2) Kadang-kadang terjadi cerukan  
3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 
4) Mutasi rekening reklatif aktif x 100%  
5) Didukung dengan pinjaman baru.  
c) Kurang Lancar (substandard) 
 Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di antaranya:  
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1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang 
telah melampui 90 hari 
2) Sering terjadi cerukan 
3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 
hari 
4) Frekuensi mutasi rekening reklatif rendah 
5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur 
6) Dokumen pinjaman yang lemah. 
d) Diragukan (doubtful)  
Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria di antaranya:  
1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang 
telah melampaui 180 hari 
2) Terjadi cerukan yang besifat permanen  
3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 
4) Terjadi kapitalisasi bunga  
5) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun 
peningkatan jaminan.  
e) Macet (loss)  
Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain : 
1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang 
telah melampaui 270 hari.  
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru  
3. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada 
nilai yang wajar.  
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5. Penghapusbukuan Kredit (Write Off) 
 Dari seluruh kredit yang disalurkan oleh bank kepada debitur, tidak 
semuanya lancar.Pada umumnya sebagian besar kredit yang diberikan oleh bank 
masuk dalam golongan kredit lancar dan sebagian kecil masuk dalam golongan 
kredit macet.“Kredit yang telah digolongkan dalam kolektibilitas macet pada 
waktunya atas pertimbangan tertentu dapat dihapusbukukan” (Taswan, 2005). 
 Bank dapat melakukan penghapusbukuan atas kredit macet. Salah satu 
pertimbangan dilakukan write off adalah bahwa tidak ada kemungkinan debitur 
membayar pinjamannya, sehingga diputuskan oleh bank untuk di write off.Kredit 
yang dihapusbukukan bukan berarti dihapustagihkan, bank tetap mempunyai 
kewajiban untuk melakukan tagihan kredit macet kepada debitur. 
 Menurut Ismail (2010), “penghapusbukuan kredit adalah tindakan 
administratif bank untuk menghapusbukukan kredit macet dari neraca sebesar 
kewajiban debitur, bersifat sangat rahasia dan secara yuridis tidak menghapus hak 
tagih bank kepada debitur”. 
 Aturan tentang penghapusbukuan kredit telah ditetapkan dalam Peraturan 
Bank Indonesia PBI No. 14/15/PBI 2012 Bab VII Pasal 66-68 sebagai berikut : 
Pasal 66  
1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku 
dan hapus tagih. 
2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh 
Dewan Komisaris. 
3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling 
rendah oleh Direksi.      
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4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap 
pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.   
Pasal 67 
1) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap 
penyediaan dana yang telah didukung perhitungan CKPN sebesar 100% 
dan kualitasnya telah ditetapkan Macet.  
2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana 
(partial write off). 
3) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan 
dana. 
4) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Kredit 
atau dalam rangka penyelesaian Kredit.   
Pasal 68  
1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 
hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk 
memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan. 
2) Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku 
dan/atau hapus tagih. 
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3) Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aset 
Produktif yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.    
 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang No. 10 pasal 37 ayat (1) huruf c : 
“Dalam suatu hal bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan 
usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank 
menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang 
macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya”. 
a. Kriteria Penghapusbukuan 
 Suatu piutang bank atau kewajiban debitur dapat diusulkan untuk 
dihapusbukukan jika kolektibilitasnya telah berada pada golongan 5 (macet) dan 
memenuhi criteria sebagai berikut: 
1) Usaha debitur macet 
2) Debitur telah meninggal dunia dan tidakada ahli waris pihak ketiga 
yang dapat menyelesaikan kreditnya. 
3) Debitur tidak diketahui alamatnya/melarikan diri dan tidak ada pihak 
keluarga yang bertanggung jawab untukmenyelesaikan kreditnya. 
4) Pemilik agunan/pinjaman tidak mampu/tidak bersedia membantu 
langkah penyelesaian yang diusulkan. 
5) Barang agunan/penjamin tidak mampu/tidak bersedia membantu 
langkah penyelesaian yang diusulkan. 
6) Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri. 
7) Saldo kewajiban debitur telah dicatat oleh KP2LN sebagai piutang 
Negara yang sementara tidak ditagih. 
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8) Upaya-upaya penagihan intern telah dilakukan secara maksimal. 
9) Sumber pengembalian dari debitur dan pihak lainnya tidak ada. 
10) Kredit macet yang tuntutan ganti ruginya telah dibayar/ditolak oleh 
lembaga penjamin. 
a. Kelebihan Hapus Buku 
1) Kualitas neraca perkreditan bank menjadi lebih baik, angka-angka 
piutang kredit yang tidak menghasilkan, tunggakan pokok kredit, bunga 
dan denda dapat dikeluarkan dari neraca bank. Sehingga angka-angka 
yang tercantum dalam pos-pos harta dalam neraca lebih 
menggambarkan kondisi harta bank sebenarnya. 
2) Mutu aktiva produktif bank menjadi lebih baik, tingkat Non Performing 
Loan (NPL) menjadi rendah sehingga akan meningkatkan nilai kesehata 
di mata Bank Indonesia. 
3) Atas piutang kredit yang telah dihapusbukukan, bank tetap dapat 
melakukan penagihan kepada debitur sampai dengan lunas, termasuk 
dapat melakukan eksekusi agunan kredit. 
4) Bank dapat lebih fokus berkonsentrasi untuk mengembangkan produk 
dan ekspansi bisnis tanpa harus terus menerus terhambat kredit 
bermasalah yang berlarut-larut. 
5) Bagi Bank BUMN/BUMD dapat menghindari bank dari potensi 
kriminalisasi kredit macet, karena hapus buku telah memiliki landasan 
hukum berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bank Indonesia. 
6) Secara keseluruhan dapat digunakan untuk menyehatkan sistem 
perbankan dan stabilitas ekonomi nasional. 
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b. Kekurangan Hapus Buku 
1) Penghapusbukuan kredit bermasalah dapat membawa dampak 
penurunan Capital Adequacy Ratio (CAR) bila jumlah cadangan 
penghapusan kredit bermasalah yang adda tidak cukup untuk menutupi 
jumlah kredit yang dihapuskan. 
2) Dapat mengurangi laba, karena apabila terjadi jumlah kredit yang 
dihapusbukukan melebihi jumlah cadangan penghapusan kredit, maka 
selisih kekurangannya akan dibebankan kepada laba bank. Dengan 
berkurangnya laba maka deviden yang dibagikan kepada para 
pemegang saham juga akan berkurang. 
3) Setelah dilakukan hapus buku biasanya bank akan enggan untuk 
menagih piutang kredit tersebut kepada debitur sehingga pengembalian 
kerugian bank menjadi berlarut-larut. 
4) Dalam hal tertentu dapat dimanfaatkan bank untuk menyembunyikan 
portofolio kreditnya yang dalam proses pemberiannya melanggar SOP 
hukum yang berlaku. 
6. Perlakuan Akuntansi Penghapusbukuan Kredit (Write Off) 
a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan aturan dan pedoman 
bagi manajemen dalam menyusun laporan keuangan.Dengan adanya Standar 
Akuntansi yang baik, laporan keuangan menjadi lebih berguna, dapat 




 Financial Accounting Standard Board(FASB) medefinisikan, Standar 
Akuntansi adalah metode yang seragam untuk menyajikan informasi, sehingga 
laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan 
dengan lebih mudah kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, 
kebiasaan dan praktik yang dipilih dan dianggap berterima umum.Standar 
akuntansi keuangan (SAK) yang dibuat oleh IAI selalu mengikuti perkembangan 
International Accounting Standards Committee (IASC). 
 Selain mengikuti IAS, SAK juga mempertimbangkan berbagai faktor 
lingkungan usaha yang ada di Indonesia sehingga di harapkan SAK yang 
diterbitkan dapat sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha di Indonesia juga 
sejalan dengan standar akuntasi internasional. 
b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.60 Instrumen 
Keuangan 
 Pengungkapan : 
1) Kategori Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan  
Nilai tercatat untuk setiap kategori berikut, sebagaimana 
didefinisikan dalam PSAK 55 (revisi 2006) diungkapkan dalam 
laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan:  
a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba 
rugi.  
b) Investasi dimiliki hingga jatuh tempo.  
c) Pinjaman yang diberikan dan piutang.  




2) Penyisihan Kerugian Kredit  
 Ketika aset keuangan mengalami penurunan nilai karena 
kerugian kredit dan entitas mencatat penurunan nilai dalam pos 
terpisah (misalnya pos penyisihan digunakan untuk mencatat 
penurunan nilai individual atau pos serupa yang digunakan untuk 
mencatat penurunan nilai kolektif atas aset keuangan) daripada 
secara langsung mengurangi nilai tercatat aset keuangan, maka 
entitas mengungkapkan suatu rekonsiliasi perubahan pada akun 
tersebut selama periode untuk setiap kelompok aset keuangan. 
c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (Revisi 2011) 
Instrumen Keuangan 
Pengakuan dan Pengukuran : 
  Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur prinsip-prinsip dasar 
pengakuan dan pengukuran asset keuangan, kewajiban keuangan, dan 
kontrak pembelian atau penjualan items non keuangan. 
1) Pengakuan Awal 
a) Aset keuangan dan liabilitas pada awalnya diukur pada nilai 
wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan 
tidak diukur pada nilai wajarnya melalui laporan laba rugi, nilai 
wajarnya tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat 
diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan 
liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung 
klasifikasinya. Nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan 
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awal biasanya sama dengan harga transaksinya yaitu nilai wajar 
pembayaran yang diserahkan atau diterima. 
2) Pengukuran setelah Pengakuan Awal 
a) Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset 
keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar 
melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya. 
b) Kredit yang diberikan, piutang serta investasi dimiliki yang 
hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada 
biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. 
3) Penghentian Pengakuan 
a) Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika hak kontraktual 
atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir. 
b) Pinjaman yang diberikan atau aset keuangan lain 
dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis 
mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau 
hubungan normal antara bank dan debitur telah berakhir. Kredit 
yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit 
penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian 
atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada 
periode berjalan dikreditkan ke dalam akun penyisihan 
kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan 
posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggallaporan posisi 
keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya. 
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4) Pengakuan Pendapatan dan Beban 
a) Aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas 
keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan 
diamortisasi, pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan 
laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. 
b) Keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi yang timbul 
dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas 
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba 
rugi diakui pada laporan laba rugi. 
c) Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau 
mengalami penurunan nilai, keuntungan atau kerugian 
kumulatif yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi 
komprehensif harus diakui pada laporan laba rugi. 
 Menurut Ismail (2010), “perlakuan akuntansi terhadap jumlah kerugian 
yang dibebankan ke penyisihan kerugian kredit pada saat penghapusbukuan atau 
penghapusan hak tagih kredit adalah sebagai berikut” : 
a. Kredit yang diasuransikan, penyisihan kerugian kredit dicatat sebesar baki 
debit pokok kredit dikurangi dengan nilai aguan yang diambil alih. 
b. Kredit yang diasuransikan, penyisihan kerugian kredit dihitung dari baki debit 
dikurangi dengan ganti rugi yang diterima dari perusahaan asuransi. 
c. Kredit yang direstrukturisasi dengan pengurangan pokok kredit, maka 
penyisihan kerugian kredit dihitung dari selisih antara baki kredit lama dengan 
baki kredit baru. 
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  Kredit yang telah dihapusbuku, tidak diinformasikan kepada debitur 
sehingga debitur tidak mengetahui bahwa kreditnya telah dihapusbuku.Debitur 
tida mengetahui bahwa kreditnya sudah dikeluarkan dari neraca bank.Namun 
bank tetap diwajibkan melakukan penagihan kepada debitur tersebut. Apabila 
debitur melakukan setoran atas kredit yang telah dihapusbuku, maka setoran yang 
diterima dari debitur yang telah dihapus buku diakui sebagai : 
a. Penyesuaian penyisihan kerugian kredit setinggi-tingginya sebesar baki debit 
kredit pada saat penghapusbukuan apabila kredit tidak diasuransikan, atau 
b. Penyesuaian terhadap penyisihan kredit sebesar setoran dari debitur dikurangi 
bagian perusahaan asuransi atau lembaga penjamin kredit sebagai pelunasan 
kewajiban subrogasi apabila kredit diasuransikan. 
c. Kelebihan setoran debitur atas tagihan yang telah dihapus buku diakui sebagai 
pendapatan bunga. 
d. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (Revisi 2014) 
Instrumen Keuangan 
  PSAK 50 dimaksudkan untuk menetapkan prinsip-prinsip untuk 
menentukan apakah instrumen keuangan merupakan liabilitas atau ekuitas serta 
menetapkan prinsip-prinsip untuk menyalinghapuskan aset keuangan dengan 
liabilitas keuangan.Bagi entitas penerbit instrumen keuangan, PSAK 53 memuat 
panduan untuk mengklasifikasikan instrumen keuangan yang diterbitkannya 
sebagai aset keuangan, liabilitas keuangan, atau instrumen ekuitas.PSAK 50 juga 
mengatur klasifikasi bunga, dividen, kerugian dan keuntungan terkait instrumen 
keuangan yang diterbitkan, serta menyatakan kondisi-kondisi yang mengharuskan 
entitas menyalinghapuskan aset keuangan dan liabilitas keuangan. 
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  Prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PSAK 50 melengkapi prinsip-
prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam 
PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Prinsip-prinsip 
dalam PSAK 50 juga melengkapi prinsip-prinsip pengungkapan informasi terkait 
aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 60 Instrumen Keuangan 
Pengungkapan. 
 Aset keuangan dan liabilitas keuangan harus disalinghapuskan dan jumlah 
netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas:  
a) memiliki hak yang bisa dipaksakan secara hukum untuk menyelesaikan 
jumlah-jumlah aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto; dan 
b) memiliki intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk 
merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas itu secara simultan. 
7. Penyisihan Kerugian Kredit 
  Aset bank terdiri dari aset produktif (earning assets) dan aset non 
produktif (nonearning assets).Aset produktif merupakan asset yang dapat 
menghasilkan pendapatan.“Aset produktif adalah penanaman dana bank dalam 
valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, 
penempatan dana antarbank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontingensi 
pada transaksi rekening administrative” (Taswan, 2005). 
Resiko atas penempatan dalam bentuk aset produktif ini dapat 
menimbulkan kerugian bank.Bank perlu membentuk cadangan kerugian 
asetproduktif, yaitu Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP). 
Pembentukan PPAP didasarkan pada keputusan Bank Indonesia No. 
30/268/Kep/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Pembentukan Penyisihan dan 
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Penghapusan Aset Produktif dan keputusan Direksi BI No. 30/267/KEP/DIR 
tanggal 27 Februari tentang Kualitas Aset Produktif. Dalam membentuk PPAP, 
dasar perhitungannya adalah persentase tertentu dikalikan dengan jumlah 
outstanding masing-masing kualitas aset produktif. 
 Penyisihan kerugian kredit dibentuk sebesar estimasi kerugian kredit yang 
tidak dapat ditagih sesuai dengan mata uang yang diberikan (PSAK 31 paragraf 
16). Besarnya penyisihan kerugian kredit ditentukan dengan memerhatikan : 
a. Kualitas kredit yang ditetapkan berdasarkan prospek usaha, kondisi 
keuangan dengan penekanan pada arus kas dan kemampuan membayar 
debitur. 
b. Nilai agunan yang tersedia, yang diperhitungkan antara lain berdasarkan 
jenis agunan, harga pasar, umur penilaian, dan adanya penilaian yang telah 
dilakukan oleh penilai independen. 
c. Keyakinan/penilaian bank terhadap kemungkinan dapat ditagihnya kredit 
tersebut (remedial process). 
8. Penelitian Terdahulu 
  Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 
penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 
mengkaji penelitian yang dilakukan.Berikut merupakan penelitian terdahulu 








Tabel II. 1 
Penelitian Terdahulu 
No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1 Isnia Fatun 
Nadhifah(2015) 
Perlakuan Akuntansi 
Write Off (Penghapusan) 
Atas Pemberian Pinjaman 
Bank Pada Nasabah  
Pada saat terjadi kredit 
masalah maka langkah 
penyelamatan yang bisa 
diambil adalah 
penghapusbukuaan. 






Kredit (Studi Pada Pd Bpr 
Bkk Tasikmadu 
Karanganyar)   
Penyelesaian kredit macet 
yang dilakukan 
berhubungan dengan 
pencairan jaminan untuk 
pelunasan kredit, 
penghapusbukuan dan 
upaya hukum.    
3 Herry Goenawan, 










terhadap peningkatan net 




peningkatan net profit 
margin. 





Kredit Bermasalah Setelah  
Psak No.31 Efektif 
Dicabut Pada Pt. Bank 
Tabungan Negara   
PSAK No. 31 pada 1 
Januari 2010 tentang 
Akuntansi Perbankan maka 
dalam perlakuan akuntansi 
instrumen keuangan aset, 
ekuitas, dan liabilitas pada 
PT. BTN (Persero) Tbk. 
menggunakan PSAK No. 
50 (revisi 2010), PSAK 
No. 55 (revisi 2011) dan 









B. Kerangka Berfikir 
 Kegiatan perekonomian suatu Negara tidak terlepas dari kegiatan 
pembayaran, dimana salah satunya adalah industri perbankan. Dalam menghadapi 
perkembangan perekonomian global  yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, 
dan terintegrasi, pemerintah mengambil serangkaian kebijakan perbankan 
nasional, dimana salah satunya adalah memperbaiki sistem keuangan atau 
melakukan penataan ulang terhadap sistem perbankan.  
 Seiring perkembangan perekonomian di Indonesia, kini banyak berdiri 
lembaga keuangan yang memberikan jasa berupa pemberian kredit kepada 
masyarakat.Terkadang tidak semua kredit yang diberikan kepada nasabah  dapat  
tertagih  pada  waktunya  tetapi  ada  juga  kredit  yang  tidak  lancar pelunasannya 
atau dapat digolongkan kepada kredit bermasalah. Apabila terjadi peningkatan 
terhadap kredit bermasalah, maka secara tidak  langsung  akan  menghambat  
terbentuknya  pendapatan  bunga  yang seharusnya diterima dan akan 
mengganggu kegiatan operasional perbankan, selain itu  beban  Pencadangan  
Piutang  Aset  Produktif  pun  akan  meningkat  seiring dengan meningkatnya 
kredit bermasalah, sehingga laba bank pun akan berkurang.      
 Menurut Sutalaksana (2008:47), “apabila upaya penyelamatan kredit 
mengalami kendala, maka bank dapat melakukan  upaya  selanjutnya  yaitu  
penghapusan  kredit”. Upaya  ini  dilakukan  agar  tingkat  rasio  kredit  













































A. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, 
yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, 
mengintepretasikan, dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan 
antara teori dengan data yang objektif yang terjadi sehingga memberikan 
gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian. 
 Alasan penulis menggunakan metode ini adalah penulis ingin memberikan 
gambaran yang jelas dan sistematik, faktual dan akurat tentang gambaran 
pencatatan akuntansi penghapusbukuan kredit pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat 
Medan. 
 
B. Definisi Operasional Variabel 
 Definisi operasional variabel digunakan untuk memberikan penjelasan 
mengenai batasan-batasan yang akan dibahas atau diteliti. Variabel penelitian 
pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk  apa saja yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut.Yang 
menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Akuntansi Penghapusbukuan Kredit 






C. Tempat dan Waktu Penelitian 
 Adapun tempat dan waktu penelitian sebagai berikut : 
 Tempat : PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan 
 Waktu    : Penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2017 hingga Maret    
2018.  
 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di halaman berikut ini : 
Tabel III. 1 
Waktu Penelitian 
No Jadwal Kegiatan 
Bulan Pelaksanaan 2017-2018 
Desember Januari Februari Maret 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pengajuan judul                                 
2 Pembuatan proposal                                 
3 Bimbingan proposal                                 
4 Seminar proposal                                 
5 Pengumpulan data                                 
6 Bimbingan skripsi                                 
7 Sidang meja hijau                                 
 
 
D. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.Data 
kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka seperti laporan keuangan 
yang terdiri dari neraca/laporan laba rugi dan laporan arus kas PT. Bank Sumut 
Kantor Pusat Medan. 
Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder.Data sekunder 
merupakan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi berupa dokumentasi, 
seperti laporan keuangan perusahaan dan data yang berhubungan dengan analisis 
masalah yang diperoleh oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Dokumentasi  
Menurut Arikunto (2006), “dokumentasi adalah mencari dan 
mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, 
surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya”. 
2. Wawancara  
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 
makna dalam suatu topik tertentu. Teknik ini digunakan untuk 
pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab lisan kepada pihak 
PT. Bank Sumut terkait perlakuan akuntansi write off. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara 
terstruktur. Wawancara terstruktur adalah suatu bentuk wawancara dimana 
daftar pertanyaan sudah tertulis dalam form pertanyaan serta dengan 











Tabel III. 2 
Kisi-Kisi Wawancara  
Variabel Sub Variabel 
Akuntansi 
Penghapusbukuan kredit 
(write off) dalam 
menurunkan Rasio Kredit 
Bermasalah 
A. Pencatatan Akuntansi Write Off 
B. Pelaporan Akuntansi Write Off 
C. Perlakuan Akuntansi Write Off 
D. Penyajian Akuntansi Write Off 
E. PSAK terkait Write Off                                                                                                                    
 
 
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Analisis Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, menyusun data, mengelola 
data, mengklasifikasikan data dan menafsirkan data sehingga dapat diketahui 
gambaran mengenai masalah dengan yang diteliti. 
Adapun tahap-tahap analasis data yaitu sebagai berikut : 
1. Mengumpulkan data dan informasi berupa Laporan Keuangan Triwulan 
PT. Bank Sumut yaitu berupa laporan neraca, laba rugi, dan laporan 
kualitas aset produktif. 
2. Melakukan analisis terhadap perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. 




4. Melakukan perbaikan terhadap perhitungan yang salah dilakukan oleh 
perusahaan. 

























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Gambaran Umum Perusahaan 
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 
Nopember 1961 dengan sebutan BDPSU. Sesuai dengan ketentuan Pokok Bank 
Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara maka pada tahun 1962 bentuk 
usaha dirubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar 
pada saat itu sebesar Rp.100 Juta dengan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera 
Utara. 
Pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU dirubah menjadi Perseroan 
Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau 
disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, JL. 
Imam Bonjol No. 18 Medan. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp. 400 Milyar 
yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, di 
tahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 500 Milyar. 
Laju pertumbuhan Bank Sumut kian menunjukkan perkembangan yang 
sangat signifikan diliat dari kinerja dan prestasi yang di peroleh dari tahun ke 
tahun, tercatat total asset Bank Sumut mencapai 10,75 Trilyun pada taun 2009 dan 
menjadi 12,76 Trilyun pada tahun 2010. Didukung semangat menjadi Bank 
Profesional dan tangguh menghadapi persaingan dengan digalakkanya program to 
be the best yang sejalan dengan road map BPD Regional Champion 2014, 
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tentunya dengan konsekuensi harus memperkuat permodalan yang tidak lagi 
mengandalkan peryertaan saham dari pemerintah daerah, melainkan juga 
membuka akses permodalan lain seperti penerbitan obligasi, untuk itu modal dasar 
Bank Sumut kembali ditingkatkan dari Rp. 1 Trilyun pada tahun 2008 menjadi 
Rp. 2 Trilyun pada tahun 2011 dengan total asset meningkat menjadi 18,95 
Trilyun. 
2. Deskripsi Data 
2. 1 Data Kredit 
PT. Bank Sumut merupakan salah satu lembaga perbankan yang sangat 
terkenal di daerah Sumatera Utara, dengan pelayanan yang cukup baik sehingga 
masyarakat semakin berminat untuk memperoleh pinjaman dari bank ini. Berikut 
adalah data yang berkaitan dengan kolektibilitas kredit Bank Sumut serta PPAP 



























































































Berdasarkan table IV. 1 Kolektibilitas kredit tahun 2012 diatas, dapat 
dilihat bahwa nilai Penyisihan Penghapusan Aset Produktif masih lebih rendah 
dibandingkan jumlah kredit bermasalah. Terutama untuk nilai kredit macet, dan 
pada triwulan 2 terjadi penurunan PPAP sementara nilai kredit macet paling tinggi 
pada tahun tersebut yaitu senilai Rp. 390.303.000.000 namun PPAP hanya senilai 
Rp. 76.204.000.000. Hal ini sangat tidak sebanding dengan kredit macet yang 
terjadi.Hal ini sangat berbahaya bagi bank, karena PPAP yang lebih rendah dari 
pada nilai kredit macet dapat mengganggu stabilitas keuangan bank, bahkan dapat 
mempengaruhi menurunnya laba perusahaan.Terjadi pun peningkatan PPAP pada 
triwulan 3 dan triwulan 4, namun tidak begitu signifikan, hal ini belum dapat 
dikatakan mampu menutupi kredit yang bermasalah. 
Pada tabel IV. 1 Kolektibilitas kredit tahun 2013 dapat dilihat bahwa 
jumlah kredit lancar semakin meningkat di banding tahun sebelumnya, hal ini 
pertanda baik bahwa, penyaluran kredit PT. Bank Sumut mengalami peningkatan, 
itu berarti kemampuan Bank Sumut untuk menyalurkan kredit semakin baik, 
namun disamping itu hal lain yang harus diperhatikan adalah jumlah kredit macet. 
Jika dilihat pada tabel IV. 2, terlihat bahwa jumlah kredit macet juga lebih tinggi 
dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada triwulan 1 mencapai angka Rp. 
421.792.000.000 sementara PPAP yang disediakan hanya sebesar Rp 
137.191.000.000 hal ini juga tidak sebanding, seharusnya nilai PPAP lebih tinggi, 
namun PT. Bank Sumut tetap berani untuk melakukan penghapusbukuan kredit. 
Pada tabel IV. 2 Kolektibilitas kredit tahun 2014 sama halnya dengan 
tahun 2013, terlihat jelas bahwa kredit lancar meningkat dan kredit macet juga 
meningkat. Namun PPAP khusus masih berada dibawah angka kredit, terutama 
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pada triwulan 4 nilai kredit macet Rp 833.711.000.000, sementara PPAP 
mengalami penurunan menjadi Rp. 512.334.000.000 dari triwulan sebelumnya 
yang sebesar Rp. 575.781.000.000. Hal ini kurang baik karena dapat 
mempengaruhi penurunan laba, dan ternyata benar laba operasional mengalami 
penurunan dari triwulan 3 sebesar Rp 630.967.000.000 menjadi Rp. 
607.474.000.000. 
Pada tabel IV. 2 Kolektibilitas kredit tahun 2015 dapat dilihat bahwa 
terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk nilai kredit macet, dan mencapai 
angka Rp. 1.026.877 sedangkan kredit lancer hanya sekitar Rp. 16.319.123. 
Terjadi selisih yang cukup sedikit yaitu hanya sekitar lebih kurang Rp 15 Triliun. 
Hal ini merupakan pencapaian yang sangat mengejutkan, karena dalam sisi lain 
masyarakat awam mengetahui bahwa Bank Sumut berada dalam keadaan keuangn 
yang baik, namun setelah diteliti tingkat kesehatan bank ini cukup 
mengkhawatirkan. Angka kredit macet tersebut sangat jauh lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan PPAP khusus yang disediakan yaitu selisihnya hanya lebih 
kurang 50% dibandingkan nilai kredit macetnya.Sementara berdasarkan ketentuan 
harus berada pada titik 100%.Dan pada tahun ini juga PT. Bank Sumut melakukan 
penghapusbukuan kredit. 
Pada tabel IV.3 terutama pada triwulan 2, dapat dilihat bahwa kredit macet 
Bank Sumut mencapai angka Rp. 1.021.477.000.000, sementara PPAP yang 
disediakan hanya sebesar Rp. 313.061.000.000. Hal ini sangat mengecewakan, 
PPAP sudah pasti tidak mampu menutupi jumlah kredit yang mace, disusul 
dengan kenaikan kredit macet pada triwulan 3, namun PPAP juga mengalami 
kenaikan, dikarenakan nilai kredit lancer naik cukup pesat. Namun tetap tida 
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dapap dipungkiri bahwa nilai PPAP yang berada jauh lebih rendah dibandingkan 
nilai kreditnya sangat tidak baik bagi tingkat kesehatan bank, apalagi bagi Bank 
Sumut yang merupakan bank andalan masyarakat Sumatera Utara 
3. Metode Pengakuan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif 
 Terkait tentang pembentukan PPAP untuk perbankan telah diatur dalam 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 yang terdapat pada pasal 1 
paragraf 6 yaitu “Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, yang selanjutnya 
disebut PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu 
dari baki debet berdasarkan penggolongan kualitas asset produktif”.  Pengakuan penyisihan asset produktif dapat didasarkan pada metode 
langsung atau metode cadangan.Penggunaan metode ini didasarkan praktik yang 
lazim di bank bahwa terjadinya kerugian aset produktif sering terjadi pada periode 
berikutnya setelah penempatan aset produktif, padahal suatu laporan rugi/laba 
bank harus mencerminkan perbandingan antara pendapatan dengan biaya yang 
harus diakui.Untuk itu bank menggunakan metode cadangan dalam mencatat 
penyisihan aset produktif. 
Dalam metode cadangan ini pengakuan kerugian aset produktif tidak perlu 
menunggu sampai terjadinya kerugian tersebut muncul, namun bank harus 
mengakui pada periode yang sama dengan terjadinya penempatan aset produkif 
dengan cara membentuk cadangan penyisihan aset produktif.Untuk metode yang 
digunakan, PT. Bank Sumut juga menggunakan metode cadangan. 
Cadangan ini dibentuk/bertambah dengan adanya penyisihan aset 
produktif yang diakui dan dipakai (berkurang) bila benar-benar terjadi kerugian 
aset produktif. Bank yang melakukan penghapusanterhadap aset produktif tentu 
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menggunakan cadangan yang telah dibentuk sebelumnya. Pengakuan adanya 
penyisihan/kerugian assetproduktif dilakukan pada setiap akhir periode melalui 
jurnal penyesuaian yang diaplikasikan pada setiap jenis aset produktif. 
PPAP meliputi cadangan umum untuk aset produktif, dan cadangan 
khusus untuk aset non produktif.Aset produktif memang berfungsi untuk 
memperoleh pendapatan utama bank.Sebagai sumber utama, pada asset ini juga 
terdapat resiko besar. Potensi kerugian yang diakibatkan oleh buruknya tingkat 
kolektibilitas asset ini dapat membawa kebangkrutan bank, oleh karena itu bank 
wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) berupa 
cadangan umum dan cadangan khusus guna menutupi resiko kemungkinan 
kerugian tersebut. 
3. 1 Penentuan Penyisihan Aset Produktif 
 Pengakuan penyisihan aset produktif dengan menggunakan metode 
cadangan akan membawa konsekuensi pada penentuan besarnya penyisihan dan 
cadangan yang akan disajikan dalam neraca maupun laporan laba/rugi. Untuk 
menentukan besarnya cadangan ada 2 pendekatan:  
1. Pendekatan Rugi Laba  
Dalam pendekatan ini yang ditentukan terlebih dahulu adalah besarnya 
penghapusan/penyisihan aset produktif yang akan disajikan dalam laporan 
rugi/laba, sedangkan besarnya cadangan penghapusan dapat dilakukan secara 
intuisi atau persentase tertentu dari baki debet aset produktif.  
2. Pendekatan Neraca  
Dalam pendekatan ini ditentukan terlebih dahulu adalah besarnya cadangan 
penghapusan yang disajikan di laporan rugi/laba ditentukan kemudian.Selanjutnya 
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adalah menentukan tingkat PPAP yang harus dibentuk.Dalam hal ini wajib 
membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutupi 
risiko kemungkinan kerugian.Cadangan yang dibentuk ari aktiva produktif ini 
terdiri dari:  
1. Cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari 
aset produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SBI dan surat 
utang pemerintah.  
2. Cadangan khusus PPAP yang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:  
a. 5% dari aset produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus  
b.15% dari aset produktif yang digolongkan kurang lancar setelah 
dikurangi dengan nilai agunan  
c. 50% dari aset produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi 
nilai agunan  
d.100% dari aset produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai 
agunan  
3. 2 Akuntansi Penghapusbukuan kredit yang tergolong macet 
 Kredit macet adalah suatu permasalahan yang selalu terjadi pada bank 
maupun suatu lembaga yang bergerak di bidang kredit, termasuk pada PT. Bank 
Sumut yang juga mengalami permasalahan kredit macet. 
 Berdasarkan fenomena yang terjadi serta data yang mendukung, bahwa 
NPL PT. Bank Sumut memang sedang berada dalam keadaan yang kurang baik, 
maka penghapusbukuan kredit adalah cara yang berlandaskan hukum untuk 
menurunkan Rasio NPL. Adapun perlakuan akuntansi yang harus diterapkan 
dalam penghapusbukuan kredit, ada beberapa jurnal yang terkait didalamnya 
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berdasarkan pembukuan PT. Bank Sumut. Berikut jurnal pada Maret 2016 (dalam 
jutaan Rupiah) : 
1) Untuk CKPN Kolektif 
Debet : CKPN Kolektif   Rp. 804.626.000.000   
  Kredit : Kredit yang dihapusbuku  Rp. 804.626.000.000 
2) Untuk CKPN Individual 
Debet : CKPN Individual   Rp. 91.590.000.000 
  Kredit : Kredit yang dihapusbuku  Rp. 91.590.000.000 
3) Jurnal otomatis yang akan dilakukan system 
Debet : Kredit yang dihapusbuku  Rp. 499.775.000.000 
  Kredit : Rekening lawan kredit hapusbuku Rp. 499.775.000.000 
a. Penyajian dalam Laporan Keuangan 
Pada saat terjadinya penghapusbukuan kredit, pihak Bank Sumut 
menyajikannya dalam Laporan Komitmen dan Kontijensi dan dicatat sebagai 
kewajiban lainnya.Sementara PSAK 50 menyatakan bahwa kredit yang 
dihapusbuku harus disajikan dalam laporan posisi keuangan dengan syarat yang 
ditentukan. 
Menurut keterangan Kepala Divisi Akuntansi dan Pajak PT. Bank Sumut 
menyatakan bahwa kredit yang dihapus buku pasti akan dan harus ditagih 
kembali. Dan ini merupakan salah satu syarat yang ada dalam PSAK 50, namun 
pihak BankSumut masih menyajikan kredit yang dihapusbuku tersebut dalam 
Laporan Komitmen dan Kontijensi.Sementara Laporan Komitmen dan Kontijensi 
bukanlah bagian dari laporan posisi keuangan.Hal ini mengakibatkan nominal 
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kredit yang dihapusbuku tidak terlihat secara jelas. Sehingga salah satu resiko 
yang akan muncul lagi adalah tindakan korupsi. 
b. Pencatatan Kembali Kredit yang Dihapusbukukan 
Write off merupakan tindakan administrasi yang dilakukan oleh pihak 
Bank Sumut, yaitu tindakan memindahkan rekening kredit yang tidak tertagih 
kedalam pos biaya, namun pada dasarnya walau kredit bermasalah atau macet 
dihapusbukukan penagihan kredit tersebut masih terus dilakukan oleh pihak Bank 
Sumut.  
Perlakuan terhadap kredit yang sudah dihapusbukukan apabila ada 
pembayaran kembali oleh pihak debitur maka kredit tersebut akan diaktifkan 
kembali dan dibukukan pada pos cadangan penghapusan piutang 
kembali.Sedangkan untuk pelunasan bunga akan dibukukan pada pos pendapatan 
non opersional.  
Berdasarkan keterangan pihak Bank Sumut, apabila debitur membayar 
kembali kredit yang telah dihapusbukukan, maka jumlah yang diterima dicatat 
dalam laporan laba rugi dan masuk dalam pos beban operasional selain bunga dan 
dicatat sebagaikerugian penurunan nilai asset keuangan dalam kategori 
kredit.Sedangkan untuk bunga yang dibayarkan diakui sebagai pendapatan lain-
lain. 
Adapun berdasarkan keterangan dari perusahaan berikut adalah perlakuan 
akuntansi ketika nasabah membayar kembali: 
1) Jurnal setoran hapus buku 
Debet : Kas 
  Kredit : Rekening Giro/Tabungan atas nama nasabah 
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Debet : Rekening Giro/Tabungan atas nama nasabah 
  Kredit : Kredit yang diberikan 
2) Pada pembukuan ini mengalami perbaikan 
Debet : Kas/Rekening Giro/Tabungan atas nama nasabah 
  Kredit : Penerimaan pokok kredit hapusbuku 
  Kredit : Penerimaan bunga kredit hapusbuku 
  Kredit : Hasil denda 
3) Sistem akan melakukan jurnal otomatis 
Debet : Rekening lawan-memorial kredit yang dihapusbuku 
  Kredit : Kredit yang dihapusbuku 
c. Prosedur Penghapusbukuan Kredit  
Prosedur penghapusbukuan yang harus dilakukan adalah dengan 
mengajukan usul penghapusbukuan kepada pejabat sesuai kewenangan 
penghapusbukuan yang berlaku dengan menggunakan form. Adapun beberapa 
langkah yang ditempuh Bank Sumut sebelum melakukan hapusbuku : 
1) Penagihan kepada nasabah sebelumnya memberikan Surat Peringatan kepada 
nasabah, 
2) Memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali maksimal, 
3) Jika usaha nasabah tersebut masih digolongkan dalam kategori masih berjalan, 
maka pihak Bank Sumut dapat melakukan restrukturisasi, misalnya dengan 
menambah jangka waktu pinjaman, sehingga cicilan lebih rendah, 
4) Nasabah melakukan pembayaran untuk kredit yang telah direstrukturisasi, 
5) Melakukan lelang jaminan, dapat dilakukan dengan nasabah menjual sendiri 
aguanannya ataupun bias juga pihak Bank Sumut yang menjual. 
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6) Melakukan Penghapusbukuan kredit, penghapusbukuan kredit tetap 
disampaikan dalam RUPS, serta masuk dalam RBB (Rencana Bisnis Bank), 
namun tidak harus berdasarkan persetujuan direksi. Penghapusbukuan kredit 
juga dapat dilakukan sebelum bank melakukan lelang. 
 
B. Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian ini dan berdasarkan data yang telah dianalisis 
berikut adalah pembahasan yang dilakukan : 
1. Penyebab terjadinya peningkatan Rasio Kredit Bermasalah (NPL) 
Dapat diketahui bahwa PT. Bank Sumut mengalami peningkatan untuk 
pemberian kredit.Pertumbuhan kredit yang semakin meningkat bukanlah tanpa 
resiko dan salah satu resiko yang dominan terjadi pada perbankan yaitu terjadinya 
peningkatan Rasio Kredit Bermasalah yang diakibatkan banyaknya debitur yang 
tidak mampu membayar tagihan kreditnya. Tak jarang jika perbankan di Indonesia 
memberikan pinjaman dengan cara yang mudah untuk nasabahnya, hal ini juga 
dikarenakan tuntutan perusahaan yang mengharuskan peningkatan pertumbuhan 
kredit. Maka resiko yang paling mungkin terjadi adalah kredit tersebut tidak 
kembali sesuai harapan. 
Adapun salah satu faktor intern bank yang menyebabkan terjadinya 
peningkatan kredit bermasalah yaitu “Account Officer dan Credit Analyst yang 
bertugas mengelola kredit diniai tidak mampu dan adanya tekanan dari pihak 
ketiga untuk meloloskan permohonan kredit debitur (Sutojo : 2000). 
Selain itu penyebab lainnya menurut (Sutojo : 2000) adalah “bank terlalu 
agresif menyalurkan kredit karena besarnya dana simpanan pihak ketiga yang 
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berhasil dihimpun dalam waktu singkat sehingga bank membutuhkan biaya cukup 
besar guna menutup bunga simpanan pihak ketiga tersebut”.  
2. Tindakan yang dilakukan PT. Bank Sumut sebelum melakukan 
Penghapusbukuan Kredit (Write Off) 
Dikarenakan kredit macet yang semakin meningkat maka salah satu upaya 
yang dilakukan perbankan untuk menurunkan Rasio Kredit Bermasalah adalah 
dengan melakukan penghapusbukuan kredit. Namun sebelum melakukan 
penghapusbukuan, adapun tindakan yang akan dilakukan Bank Sumut yaitu 
dengan rescheduling (penjadwalan ulang) yaitu perubahan persyaratan kredit yang 
hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Kemudian 
reconditioning (persyaratan ulang) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-
syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran.Atau 
tindakan lain yaitu restructuring(penataan ulang) yaitu perubahan syarat-syarat 
kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian 
tunggakan bunga menjadi sebagian dari kredit. Atau bisa juga dengan eksekusi 
barang jaminan yaitu penjualan barang-barang yang menjadi jaminan dalam 
rangka pelunasan hutang. 
3. Perlakuan Akuntansi Penghapusbukuan Kredit (Write Off) 
Penghapusbukuan kredit bermasalah diatur oleh beberapa pihak terkait 
diantaranya adalah Ikatan Akuntansi Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia. Hal 
yang berkaitan tentang akuntansi sudah pasti tidak terlepas dari PSAK 
(Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia). Untuk penghapusbukuan kredit sendiri 
diatur oleh PSAK 50,55, dan 60 instrumen keuangan, maka dari itu sudah 
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seharusnya instansi yang terkait seperti PT. Bank Sumut harus berpedoman pada 
PSAK tersebut dalam hal perlakuan akuntansi. 
Untuk melakukan penghapusbukuan, pihak bank harus memiliki 
kecukupan dalam Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, hal ini sudah menjadi 
salah satu syarat bagi bank jika akan melakukan penghapusbukuan. Jika PPAP 
berada dibawah ketentuan, terutama untuk kredit macet yaitu harus 100% dari 
jumlah kredit macet, maka hal itu akan mempengaruhi laba perusahaan, dan jika 
kas mulai mengalami krisis, kemudian kredit macet meningkat, maka jelas 
keadaan bank sudah tidak lagi sehat.  
Untuk perlakuan akuntansi dalam penghapusbukuan kredit yang 
diterapkan PT. Bank Sumut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 
No. 55 (PSAK 55) namun hal ini tidak sesuai dengan hasil wawancara terhadap 
pihak Bank Sumut bagian akuntansi tentang perlakuan akuntansi tersebut. 
Sedangkan untuk perlakuan akuntansi kredit yang telah dihapusbuku namun 
dibayar kembali oleh debitur pada PT. Bank Sumut, belum sesuai dengan 
pernyataan PSAK 50, juga tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya oleh 
Isnia Fathun Nadhifa (2015). Kredit yang telah dibayar kembali oleh debitur 
seharusnya dicatat sebagai cadangan penghapusan piutang kembali, dan untuk 
bunganya dicatat dalam pendapatan non opersional. Sehingga terlihat di neraca 
nominal yang telah kembali dan tidak merugikan kepentingan PT. Bank Sumut. 
Namun, PT. Bank Sumut mencatat Kas didebet, dan kurang sesuai juga 
dengan pernyataan bagian Akuntansi bahwa kredit yang dihapusbuku akan dicatat 




4. Tentang fenomena Bank Sumut yang belum melapor ke OJK 
Berdasarkan fenomena write off sebelumnya, bahwa Bank Sumut ternyata 
belum melapor ke pihak OJK KR 5 Sumatera pada tahun 2016. Hal ini ternyata 
dikarenakan tidak adanya komisaris utama dalam bank tersebut. Sementara untuk 
kasus write off sendiri harus berdasarkan persetujuan dewan komisaris.Sementara 
kekosongan jabatan tersebut diakibatkan karena komisaris utama telah berakhir 
masa jabatannya, namun Gubernur Sumatera Utara pada saat itu tidak menunjuk 
pengganti yang baru untuk mengisi kekosongan. 
Namun untuk hal ini, tidak sesuai dengan pernyataan dari Bagian Divisi 
Penyelamatan Kredit Bank Sumut yang menyatakan bahwa, terkait tentang write 
off, bank tidak perlu meminta izin dari direksi atau komisaris, bank hanya perlu 
mengumpulkan dokumen yang menyatakan bahwa kredit tersebut memang layak 
dihapusbuku dan mengajukannya kepada pimpinan. 
5. Rasio Kredit Bermasalah yang masih tinggi meskipun telah melakukan 
write off 
Meskipun telah melakukan write off beberapa kali, namun kasus NPL 
Bank Sumut masih jadi pembicaraan segar di media. Tingkat NPL yang tinggi 
serta telah beberapa kali melakukan write off, hal ini dianggap bahwa Bank 
Sumutsedang mengalami signal bermasalah. Menurut Muslim Simbolon (2017), 
“kita melihat kinerja jajaran Direksi PT. Bank Sumut telah gagal, sebab 
peningkatan laba maupun penurunan NPL bukan dikarenakan kehebatan kinerja 
jajaran Direksi, tapi dikarenakan diadakan write offsebesar Rp 325 miliar yang 
dilaksanakan pada tahun 2016”. 
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Selain itu, terlihat juga dari data laporan keuangan yang ada, semakin 
tinggi kredit yang diberikan namun makin tinggi pula kredit macet, serta didukung 
dengan rendahnya PPAP untuk kredit macet. Bagian Divisi Penyelamatan Kredit 
menyatakan bahwa untuk PPAP kredit macet harus 100% dari kredit macet 
tersebut, namun kenyataan bahwa pada laporan keuangan triwulan Bank Sumut 






















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan 
bahwa PT. Bank Sumut yaitu perusahaan perbankan yang bergerak dibidang jasa, 
dengan produk utamanya yaitu kredit.Untuk mengurangi resiko yang tinggi 
dikarenakan kegagalan nasabah untuk melunasi pinjaman tepat waktu, untuk itu 
dilakukan suatu kebijakan untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi. 
Dalam hal ini pembentukan PPAP merupakan salah satu bentuk kebijakan 
untuk mengantisipasi resiko kredit yang tidak tertagih. Pada saat penyaluran kredit 
dilakukan, salah satu hal yang paling mungkin terjadi adalah akan timbulnya 
kredit macet. Kredit macet yang terjadi dapat menimbulkan tingginya Rasio 
Kredit Bermasalah. 
Pada saat terjadi kredit bermasalah, pada awalnya bank akan melakukan 
penyelamatan terhadap kredit tersebut salah satunya melalui restrukturisasi, akan 
tetapi apabila melalui penyelamatan tersebut nasabah masih tetap tidak membayar 
kewajiban, maka langkah penyelamatan yang bias diambil adalah 
penghapusbukuan. 
Jika dilihat dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
penghapusbukuan yang dilakukan Bank Sumut masih belum dapat dikatakan 
berhasil, karena berdasarkan data yang diolah, NPL Bank Sumut masih berada 
diatas 5%. Serta perlakuan akuntansi yang masih belum sesuai dengan Pernyataan 




Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan 
pada penelitian selanjutnya antara lain: 
1. Untuk masa yang akan datang, perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh 
pihak Bank Sumut diharapkan sesuai dengan peraturan PSAK 50 
instrumen keuangan. Karena selama ini yang menjadi pedoman dalam 
pencatatan laporan keuangan yaitu menggunakan PSAK. 
2. Sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah, sebaiknya pihak Bank 
Sumut lebih mementingkan prinsip kehati-hatian, selain itu pihak 
manajemen harus lebih memperhatikan kinerja bagian-bagian yang 
berkaitan, karena produk utama suatu perbankan adalah kredit. Karena jika 
NPL tidak mampu diatasi, semakin lama masyarakat pasti akan tahu, dan 
hal ini dapat merusak reputasi Bank Sumut yang selama ini dianggap baik. 
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih mencari tahu berapa 
nilai yang dihapusbuku, agar penelitian ini menjadi lebih sempurna. 
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Perlakuan Akuntansi Penghapusbukuan Kredit (write off) dalam Menurunkan Rasio 
Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat 
Medan 
 
1. Apa yang menyebabkan kredit macet pada PT. Bank Sumut meningkat? 
Jawab : Kredit macet meningkat karena nasabah tidak mampu membayar kembali 
pinjaman yang telah diterima, selain itu semakin tahun pemberian kredit semakin 
meningkat. 
2. Apa yang dilakukan pihak Bank Sumut apabila kredit bermasalah semakin 
meningkat? 
Jawab : langkah utama yang akan diambil yaitu melakukan penyelamatan kredit. 
Beberapa diantaranya adalah dengan memberikan surat peringatan maksimal 3 
kali, melakukan restrukturisasi yaitu memperpanjang jangka waktu peminjaman, 
melakukan lelang agunan, melakukan penghapusbukuan. 
3. Jika kredit dihapusbuku, dimana letak dalam laporan keuangan? 
Jawab : Kredit yang telah dihapusbuku akan dikeluarkan dalam neraca serta 
disajikan dalam laporan komitmen dan kontijensi.  
4. Jika debitur akan membayar kembali kredit yang telah dihapusbuku, apakah 
bunga kredit tersebut juga dibayar, dan dicatat sebagai apa dalam laporan 
keuangan? 
Jawab : Jika debitur membayar kembali kredit yang telah dihapus buku, maka 
bunga juga ikut dibayar, dan bunga tersebut masuk kedalam laporan laba rugi dan 
dicatat, sebagai pendapatan lain-lain. 
5. Apakah hapus buku dilakukan setiap tahun? 
Jawab : Hapus buku dilakukan berdasarkan kebutuhan, bias tiap tahun bisa juga 
beberapa tahun sekali sesuai keperluan. 
6. Apakah hapus buku harus disetujui oleh komisaris bank (bagian akuntansi)? 
Jawab : Ya harus  
7. Apakah hapus buku harus disetujui oleh komisaris bank (bagian divisi 
penyelamatan kredit)? 
Jawab : Tidak harus, namun tetap harus disampaikan pada Rapat Umum 
Pemegang Saham tentang Rencana Bisnis Bank. 
8. Apa syarat yang harus dipenuhi PT. Bank Sumut sebelum melakukan hapus 
buku? 
Jawab : Syarat utamanya adalah PPAP harus mencapai 100%, agar tidak 
mempengaruhi laba bank. 
9. Apakah PPAP Bank Sumut mencapai 100%? 
Jawab : Ya pasti. 
10. Terkait tentang write off, PSAK berapa yang digunakan? 
Jawab : Nanti coba kamu baca dan cari sendiri PSAK yang digunakan perbankan. 
11. Bagaimana jurnal tentang perlakuan akuntansi penghapusbukuan kredit? 





















Tabel IV. 1 
Kolektibilitas Kredit Per Triwulan  
PT. Bank Sumut  
(Dalam Jutaan Rupiah) 
Tahun 2012 








Umum Khusus Umum Khusus Umum Khusus Umum Khusus 
A. K Lancar 11.981.337 123.950  13.093.723 127.420  14.045.969 138.304  14.637.869 145.100 
  








C. K KL 56.386  51.562  26.035  22.760  
D. K Diragukan 15.245  21.431  23.506  31.524  
E. K Macet 272.052  390.303  351.037  376.23  
Tahun 2013 








Umum Khusus Umum Khusus Umum Khusus Umum Khusus 
A. K Lancar 14.937.788 147.775  14.973.622 152.348  15.890.511 157.712  16.025.156 160.536 
  








C. K KL 62.842  55.011  83.849  69.228  
D. K Diragukan 33.345  55.626  56.860  44.518  











Tabel IV. 2 
Kolektibilitas Kredit Per Triwulan  
PT. Bank Sumut  
(Dalam Jutaan Rupiah) 
Tahun 2014 
Aset Produktif T 1 PPAP T 2 PPAP T 3 PPAP T 4 PPAP 
Umum Khusus Umum Khusus Umum Khusus Umum Khusus 
A. K Lancar 15.559.019 155.968  15.780.840 158.106  16.138.276 72.675  16.625.688 167.072 
  








C. K KL 124.485  104.752  117.315  81.712  
D. K Diragukan 78.080  81.805  134.309  75.705  
E. K Macet 610.389  713.851  737.041  833.711  
Tahun 2015 








Umum Khusus Umum Khusus Umum Khusus Umum Khusus 
A. K Lancar 16.319.123 153.583  16.501.898 165.668  16.707.755 167.866  17.064.688 171.560 
  








C. K KL 117.302  111.493  91.133  62.173  
D. K Diragukan 99.577  101.462  81.288  75.578  










Tabel IV. 3 
Kolektibilitas Kredit Per Triwulan  
PT. Bank Sumut  
(Dalam Jutaan Rupiah) 
Tahun 2016 








Umum Khusus Umum Khusus Umum Khusus Umum Khusus 
A. K Lancar 16.632.876 166.92  13.261.066 172.611  17.430.930 175.004  18.013.903 180.730 
  








C. K KL 149.768  113.001  196.926  41.866  
D. K Diragukan 121.005  63.863  53.281  843.175  












Berdasarkan table IV. 1 Kolektibilitas kredit tahun 2012 diatas, dapat dilihat bahwa nilai Penyisihan Penghapusan 
Aset Produktif masih lebih rendah dibandingkan jumlah kredit bermasalah. Terutama untuk nilai kredit macet, dan pada 
triwulan 2 terjadi penurunan PPAP sementara nilai kredit macet paling tinggi pada tahun tersebut yaitu senilai Rp. 
390.303.000.000 namun PPAP hanya senilai Rp. 76.204.000.000. Hal ini sangat tidak sebanding dengan kredit macet yang 
terjadi. Hal ini sangat berbahaya bagi bank, karena PPAP yang lebih rendah dari pada nilai kredit macet dapat mengganggu 
stabilitas keuangan bank, bahkan dapat mempengaruhi menurunnya laba perusahaan. Terjadi pun peningkatan PPAP pada 
triwulan 3 dan triwulan 4, namun tidak begitu signifikan, hal ini belum dapat dikatakan mampu menutupi kredit yang 
bermasalah. 
Pada tabel IV. 1 Kolektibilitas kredit tahun 2013 dapat dilihat bahwa jumlah kredit lancar semakin meningkat di 
banding tahun sebelumnya, hal ini pertanda baik bahwa, penyaluran kredit PT. Bank Sumut mengalami peningkatan, itu 
berarti kemampuan Bank Sumut untuk menyalurkan kredit semakin baik, namun disamping itu hal lain yang harus 
diperhatikan adalah jumlah kredit macet. Jika dilihat pada tabel IV. 2, terlihat bahwa jumlah kredit macet juga lebih tinggi 
dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada triwulan 1 mencapai angka Rp. 421.792.000.000 sementara PPAP yang 
disediakan hanya sebesar Rp 137.191.000.000 hal ini juga tidak sebanding, seharusnya nilai PPAP lebih tinggi, namun PT. 






Pada tabel IV. 2 Kolektibilitas kredit tahun 2014 sama halnya dengan tahun 2013, terlihat jelas bahwa kredit lancar 
meningkat dan kredit macet juga meningkat. Namun PPAP khusus masih berada dibawah angka kredit, terutama pada 
triwulan 4 nilai kredit macet Rp 833.711.000.000, sementara PPAP mengalami penuruna menjadi Rp. 512.334.000.000 
dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp. 575.781.000.000. Hal ini kurang baik karena dapat mempengaruhi penurunan 
laba, dan ternyata benar laba operasional mengalami penurunan dari triwulan 3 sebesar Rp 630.967.000.000 menjadi Rp. 
607.474.000.000. 
Pada tabel IV. 2 Kolektibilitas kredit tahun 2015 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan 
untuk nilai kredit macet, dan mencapai angka Rp. 1.026.877 sedangkan kredit lancer hanya sekitar Rp. 16.319.123. Terjadi 
selisih yang cukup sedikit yaitu hanya sekitar lebih kurang Rp 15 Triliun. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat 
mengejutkan, karena dalam sisi lain masyarakat awam mengetahui bahwa Bank Sumut berada dalam keadaan keuangn 
yang baik, namun setelah diteliti tingkat kesehatan bank ini cukup mengkhawatirkan. Angka kredit macet tersebut sangat 
jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan PPAP khusus yang disediakan yaitu selisihnya hanya lebih kurang 50% 
dibandingkan nilai kredit macetnya. Sementara berdasarkan ketentuan harus berada pada titik 100%. Dan pada tahun ini 
juga PT. Bank Sumut melakukan penghapusbukuan kredit. 
Pada tabel IV. 3 terutama pada triwulan 2, dapat dilihat bahwa kredit macet Bank Sumut mencapai angka Rp. 






PPAP sudah pasti tidak mampu menutupi jumlah kredit yang mace, disusul dengan kenaikan kredit macet pada triwulan 3, 
namun PPAP juga mengalami kenaikan, dikarenakan nilai kredit lancer naik cukup pesat. Namun tetap tida dapap 
dipungkiri bahwa nilai PPAP yang berada jauh lebih rendah dibandingkan nilai kreditnya sangat tidak baik bagi tingkat 
kesehatan bank, apalagi bagi Bank Sumut yang merupakan bank andalan masyarakat Sumatera Utara. 
 
 
 
 
 
